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PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA LEGAL PENGHEMATAN PAJAK 

YANG HARUS DIPOTONG DAN DIBAYAR OLEH KOPERASI ( Studi Kasus Pada Koperasi 

Dwija Tama Kabupaten Jombang ) Mustika Winedar ABSTRACT Co-operative as a tax 

subject necessary to do the tax planning with main purpose to manage their tax obliged 

in order to minimize their tax burden.  

 

There are two ways to minimize tax burden, first, to minimize tax burden by using the 

legal efforts that known as tax avoidance, and second ways are by using the illegal effort 

that known as tax evasion. Tax planning ,on the case of tax avoidance for the 

Co-operative can execute by several strategys recommended, they are to minimize the 

nature and pleasure gift for their employee and member, use the concordant 

depreciation metode to depreciate their fixed assets, use finance lease to expend their 

fixed assets,etc.  

 

The most important of tax planning for the co-operative are expensive tax planning cost 

and tax planning failure cost possibility. The tax planning for the co-operative can be 

realized as long as the tax planning cost not outnumber from the economical tax 

burden received. Keywords: tax avoidance, tax evasion, tax planning strategy,economical 

tax burden, and tax planning cost. I. PENDAHULUAN 1.1.  

 

Latar Belakang Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan 

untuk membiayai pembangunan. Pajak memang bukan satu-satunya sumber 

penerimaan negara namun saat ini pajak memberikan kontribusi terbesar bagi APBN, 

oleh karena itu Undang Undang Perpajakan yang menjadi payung hukum yang 

mengikat warga negara sebagai pembayar pajak senantiasa diperbaharui pemerintah 

agar penerimaan negara dari sektor ini dapat ditingkatkan.  



 

Arah dan tujuan penyempurnaan Undang Undang Perpajakan yang dilakukan 

pemerintah sebenarnya mengacu pada kebijakan pokok berkaitan dengan kemandirian 

bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang bertujuan 

untuk usaha pemerataan pembangunan, mendorong pemerataan investasi, 

pengembangan usaha kecil dan menciptakan aparat perpajakan yang cakap dan bersih.  

 

Perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem official assessment menjadi self 

assessment serta pembaruan dan penyempurnaan Undang Undang Perpajakan yang 

dilakukan terus menerus hingga yang terakhir berlaku Undang Undang No. 16 tahun 

2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dan Undang Undang No.17 

tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, tidak lain merupakan realisasi tekat pemerintah 

untuk memaksimalkan penggalangan potensi bangsa dalam pembangunan.  

 

Namun rupanya agresifitas pemerintah dalam bidang perpajakan tersebut tidak 

diimbangi peningkatan kesadaran wajib pajak dalam proporsi yang sama untuk secara 

sukarela memenuhi kewajiban membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak masih 

menganggap pungutan pajak sebagai beban, bahkan sebagian yang lain dari wajib 

pajak dengan sengaja melakukan upaya-upaya mulai dari penghindaran pajak hingga 

penggelapan pajak.  

 

Yang dimaksud penghindaran pajak atau tax avoidance adalah upaya meminimalkan 

pajak yang harus dibayar dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan perpajakan, sehingga upaya ini walaupun disebut sebagai 

kecurangan namun tidak mengandung konsekwensi hukum. Sedangkan yang dimaksud 

penggelapan pajak atau tax evasion adalah meminimalkan beban pajak yang harus 

dibayar dengan menggunakan cara-cara yang melanggar peraturan dan ketentuan 

perpajakan yang berlaku.  

 

Dan oleh karena bersifat ilegal maka praktek tax evasion ini mengandung konsekwensi 

hukum yang jelas yaitu berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Berkaitan 

dengan praktek tax avoidance dan tax evasion perlu sekali dipahami tentang 

manajemen pajak, yaitu usaha pengelolan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak 

secara baik untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar secara legal.  

 

Dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan hal yang sangat penting dan 

oleh sebab itu istilah perencanaan pajak lebih sering digunakan dibanding manajemen 

pajak. Berbicara mengenai perencanaan pajak, koperasi sebagai subjek pajak tak 

terkecuali juga berkepentingan untuk melaksanakannya terutama terkait dengan “Jati 

Diri “ koperasi, yaitu ciri khas yang disandang koperasi sehingga membedakannya dari 



badan usaha yang lain.  

 

Dengan latarbelakang pendirian koperasi yang diawali adanya semangat melepaskan 

diri dari kesulitan hidup akibat tidak meratanya kesejahteraan sosialdan okonomi yang 

merupakan imbas dari dilaksanakannya politik ekonomi liberal dan kapitalis lahirlah 

gerakan koperasi yang memiliki cirri-ciri kusus yang syarat dengan nilai-nilai ideal antara 

lain: Dari segi motif, seseorang masuk menjadi anggota koperasi adalah untuk 

menggalang potensi guna memecahkan masalah bersama.Hal ini merupakan 

pencerminan dari kehendak untuk bekerja sama atas dasar semangat kebersamaan dan 

kemandirian.  

 

Dari segi wujud, koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai 

kepentingan ekonomi sama. Dari segi fungsi, koperasi merupakan badan usaha 

(perusahaan/organisasi ekonomi) yang berinteraksi dengan pelaku ekonomi yang lain 

dengan posisi yang setara, untuk itu agar mampu bersaing koperasi harus dikelola 

secara efektif dan efisien. Sebagai perkumpulan koperasi berasas gotong royong dan 

kekeluargaan.  

 

Sebagai badan usaha koperasi berwatak sosial yaitu menggunakan keuntungannya 

guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota. Koperasi bertujuan 

meningkatkan kesejahteratanan anggota dan masyarakat serta ikut membangun 

ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.  

 

Status koperasi sebagai badan usaha sebagaimana tercantum dalam”Jati Diri” koperasi 

membawa konsekwensi sehingga koperasi termasuk dalam kategori subjek pajak walau 

realitas yang ada, dalam perkembangannya koperasi dapat dikatakan sangat lambat dan 

jauh tertinggal dari badan usaha-badan usaha yang lain. Berbagai fasilitas dan 

kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada gerakan koperasi di Indonesia 

dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian koperasi dan memacu 

perkembangan koperasi terutama untuk bertahan dalam situasi persaingan global.  

 

Terkait adanya dua kepentingan pemerintah dalam hal ini meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor pajak di satu pihak dengan kepentingan untuk melindungi sekaligus 

mendorong kemandirian koperasi, dapat kiranya menjadikan perencanaan pajak yang 

baik dan benar sebagai solusi yang dapat ditempuh agar pemerintah tetap memperoleh 

sumber pemasukan yang utama yaitu pajak dan sekaligus memberi dampak 

penghematan pajak bagi koperasi.  

 

Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa tidak tertutup kemungkinan timbulnya 

biaya yang tidak sedikit terkait pelaksanan perencanaan pajak, yang perlu dipahami 



adalah jangan sampai biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan perencanaan pajak tersebut 

menyebabkan upaya penghematan yang telah dilakukan menjadi sia-sia. 1.2. 

Permasalahan Berdasar uraian tentang latar belakang sebagaimana yang telah 

disampaikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana perencanaan 

pajak penghasilan yang baik dan benar dimana dapat menghasilkan penghematan pajak 

dengan tanpa melakukan upaya pelanggaran hukum? 1.3.  

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perencanaan pajak yang baik dan benar sebagai upaya 

penghematan pajak yang harus dipotong dan dibayar oleh Koperasi. 1.3. Ruang Lingkup 

Penelitian Penelitian dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2009 

II. TINJAUAN PUSTAKA Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak Motivasi dilakukannya 

suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 unsur perpajakan yaitu: Kebijakan 

Perpajakan Undang Undang Perpajakan Administrasi Perpajakan Dari berbagai aspek 

kebijakan pajak terdapat factor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan 

pajak, antara lain: Terdapat berbagai jenis kewajiban pajak yang harus dibayar dimana 

masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan yang berbeda satu sama 

lain.  

 

Misal bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena 

pajak atau bisa dimitakan restitusi bila dilakukan ekspor barang, sedang pajak 

penghasilan dipungut atas laba atau penghasilan kena pajak sehingga menurunkan 

besarnya penghasilan bersih setelah pajak.maka perencanaan pajak perlu dilakukan agar 

bisa dianalisis transaksi transaksi apa yang akan terkena pajak dan jenis pajak yang 

mana serta berapa dana yang diperlukan sehingga dapat diketahui berapa penghasilan 

bersih setelah pajak.  

 

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan terhadap subjek pajak, yaitu antara badan 

usaha dengan orang pribadi sebagai pemilik ( pemegang saham ) yang menyebabkan 

pengenaan pajak ganda memotivasi timbulnya usaha perencanaan pajak agar beban 

pajak dapat diminimalisir sehingga sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan yang lain. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak 

yang pada hakekatnya secara eknomis sama, menimbulkan usaha-usaha agar beban 

pajaknya rendah.  

 

Misal pajak atas transaksi modal perseroan yang berupa deviden dan capital gains 

dimana atas pembayaran deviden kepada pemegang saham perorangan ditetapkan tarif 

progesif ( pasal 17 UU PPh ) sedang capital gains dikenakan pajak flat rate sebesar 0,1% 

sampai 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham. Penerapan schedular taxation 

tariff mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin agar 



dikenakan tariff minimal.  

 

System self assessment yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, 

memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban dan haknya di 

bidang perpajakan menimbulkan upaya perencanaan pajak. Pada dasarnya perencanaan 

pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga 

ditemukan suatu cara penghindaran pajak secara legal yang dapat menghemat pajak.  

 

Pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia hingga dewasa ini masih dianggap 

kurang memadai mengingat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system 

informasi yang belum efektif. Perencanaan pajak dimungkinkan untuk dilakukan agar 

terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran 

antara fiskus dengan wajib pajak.  

 

Tahap- Tahap Perencanan Pajak Tahapan yang harus dilalui dalam membuat 

perencanaan pajak menurut Erly Suandy terdiri dari: Menganalisis informasi yang ada 

Membuat suatu model atau rencana besarnya pajak Evaluasi atas perencanaan pajak 

Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kekurangan yang terjadi 

Memutakhirkan rencana pajak Menganalisis informasi yang ada Tahap pertama dalam 

perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang 

terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus 

ditanggung.  

 

Untuk itu seorang perencana pajak harus memperhatikan faktor-faktor: Fakta yang 

relevan Faktor pajak Faktor non pajak Yang dimaksud fakta relevan adalah situasi yang 

dihadapi seorang perencana pajak dalam menganalsis permasalahan baik dari segi 

internal maupun eksternal. Sedangkan yang dimaksud faktor pajak adalah hal-hal yang 

perlu diperhatikan oleh seorang perencana pajak menyangkut sistem perpajakan 

nasional yang dianut oleh suatu Negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan 

perpajakan, seperti: Tipe pajak yang dihadapi Masalah penafsiran atas suatu 

undang-undang Faktor penghubung antara jurisdiksi perpajakan dengan peristiwa kena 

pajak.  

 

Residen/domisili dan kebangsaan pembayar pajak Bentuk badan pembayar pajak 

Sumber penghasilan Sifat transaksi Hubungan antar pembayar pajak dengan pihak lain 

Insentif pajak Tax Havens Anti Avoidance Dan yang dimaksud faktor non pajak adalah 

factor-faktor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu 

rencana pajak seperti: Masalah badan hukum Masalah mata uang dan nilai tukar 

Masalah pengawasan devisa Masalah program insentif investasi Masalah non pajak lain 



Membuat Satu Model Perencanaan Pajak Tahap ke dua dalam perencanaan pajak 

adalah membuat suatu model tentang perencanaan pajak, menurut Mohamad Zain, 

dalam mendesign suatu model perencanaan pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut 

ini: Pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan Mempertimbangkan tarif marjinal 

dan tarif rata-rata Keputusan menambah modal dan menambah atau mengganti aktiva 

tetap Memaksimalkan pengecualian-pengecualian Pemecahan satu perusahaan menjadi 

beberapa perusahaan Memaksimalkan pengurangan-pengurangan Biaya fiskal 

Pemilihan bentuk usaha yang tepat Penggunaan metode akuntansiadan periode 

akuntansi yang tepat Evaluasi Perencanaan Pajak Sebagai bagian dari perencanan 

strategik badan usaha, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan pajak yang 

telah dilakukan.  

 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat sajauh mana perbedaan yang terjadi antara 

beban pajak, laba kotor, dan pengeluaran lain selain pajak dalam berbagai alternatif 

perencanaan. Adapun alternative yang dimaksud adalah: Jika perencanan pajak tidak 

dilaksanakan Jika perencanaan pajak dilaksanakan dan berhasil Jika perencanaan pajak 

dilaksanakan tapi gagal Perencanaan pajak yang dilakukan tidak mustahil membawa 

konsekwensi pembiayaan yang tidak murah.  

 

Hal ini perlu dipahami oleh para pengambil keputusan mengingat tujuan utama 

perencanaan pajak adalah untuk menghemat beban pajak. Penghitungan cermat 

terhadap keuntungan dan kerugian atas pelaksanaan perencanaan pajak perlu dilakukan 

untuk menghindari tidak tercapainya tujuan perencanaan. Menurut Erly Suandy 

berbagai rumusan berikut ini dapat digunakan untuk menghitung untung atau rugi 

pelaksanaan perencanaan pajak.  

 

Jika (A-F) > (B-G) perencanaan pajak sebaiknya tidak dilaksanakan kecuali jika selisihnya 

< (C-D) Jika E dianggap lebih material disbanding C, maka keputusan untuk 

melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perencanaan pajak tergantung pada 

kemungkinan keberhasilan dari perencanaan tersebut. Jika tidak ada perbedaan material 

(A-F) dengan (B-G) maka bandingkan antara (C-D) dengan (E – C) untuk memutuskan 

dilaksanakan atau tidaknya perencanaan pajak tersebut.  

 

Jika terdapat perbedaan material antara (A-F) dengan (B-G) maka keputusan untuk 

dilaksanakan atau tidaknya perencanaan pajak adalah dengan membandingkan antara { 

B - ( D + G ) } – { A - ( C + F ) } dengan { A - ( C + F ) } – { B - ( E + G ) } Keterangan : A = 

Estimasi laba kotor jika tidak dilaksanakan perencanaan pajak B = Estimasi laba kotor 

jika dilaksanakan perencanaan pajak C = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak 

tidak dilaksanakan D = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan 

dengan baik E = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan tapi gagal F 



= Estimasi biaya selain biaya fiskal jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan G = 

Estimasi biaya selain biaya fiskal jika perencanaan pajak dilaksanakan Mengidentifikasi 

Kelemahan Perencanaan Pajak dan Melakukan Perbaikan Keputusan terbaik dari suatu 

perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.  

 

Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk 

perencanaan pajak yang diinginkan. Beberapa langkah berikut ini sering digunakan 

untuk mengecek apakah perencanaan pajak yang dibuat sudah baik dan benar. 

Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh 21 untuk mengecek kecocokan jumlah 

biaya gaji dan tunjangan serta biaya lainnyayang tercantum dalam SPT PPh 21.  

 

Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN untuk mengecek apakah jumlah omzet 

penjualan dalam SPT PPh Badan dengan jumlah omzet menurut SPT PPN bulan 

Desember sudah sesuai. Memutakhirkan Perencanaan Pajak Memperhitungkan setiap 

perubahan yang terjadi yang berdampak terhadap perencanaan pajak yang telah dibuat 

sangat perlu untuk dilakukan.  

 

Memutakhirkan perencanaan pajak antara lain dapat dilakukan dengan cara 

mengajukan penurunan angsuran masa ( lump sum ) PPh pasal 25. pengajuan 

penurunan angsuran masa PPh 25 dilakukan terutama jika diperkirakan penghasilan 

pada tahun pajak berikutnya perusahaan akan mengalami kerugian. Sebab jika angsuran 

PPh pasal 25 yang penghitungannya berdasar penghasilan tahun pajak sebelumnya 

maka kemungkinan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran pajak, yang 

walaupun dapat dimintakan restitusi namun sebelumnya wajib pajak akan dikenakan 

tindakan pemeriksaan pajak. IV.  

 

METODOLOGI PENELITIAN Objek Penelitian: Koperasi Dwija Tama Kabupaten Jombang 

Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik 

kualitatif maupun kuantitatif Sumber Data Data penelitian diperoleh tidak secara 

langsung melainkan berasal dari data yang sudah disiapkan oleh pihak Koperasi, yang 

berarti dalam penelitian ini datayang digunakan adalah data sekunder dan terdiri dari: 

Laporan Keuangan Koperasi.  

 

Penjelasan atas Laporan Keuangan Koperasi Informasi tentang alternative dasar 

pembukuan yang dipakai apakah cash basis atau accrual basis. Informasi tentang 

metode penilain persediaan yang diterapkan koperasi Informasi tentang sumber dana 

dalam pengadaan aktiva tetap apakah dari modal koperasi atau leasing.  

 

Informasi tentang metode penyusutan yang diterapkan koperasi Informasi tentang 

pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan 



dan anggota koperasi, apakah diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk natura 

dan kenikmatan Informasi yang berkaitan dengan transaksi withholding tax Informasi 

lainnya 4.4.  

 

Teknik Analisis Teknik analisis ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Identifikasi fakta-fakta relevan, faktor-faktor pajak, dan faktor-faktor non pajak. 

Menyusun model perencanaan pajak yang sesuai untuk koperasi. Mengevaluasi model 

perencanaan pajak yang telah disusun untuk menentukan perlu tidaknya langkah 

pengimplementasian perencanaan pajak tersebut.  

 

Memberikan rekomendasi untuk memutakhirkan perencanaan pajak yang telah dibuat. 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN Fakta-fakta Relevan Koperasi Dwija Tama dalam 

melaksanakan kewajiban pembukuannya menggunakan dasar accrual basis. Pemilihan 

dasar pembukuan accrual basis ini tidak menyalahi peraturan perundangan perpajakan 

mengingat dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak adalah accrual 

basis dan modified cash basis.  

 

Pada dasar pembukuan accrual basis pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada 

saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. 

Dengan demikian untuk efisiensi beban pajak lebih menguntungkan memilih accral 

basis. Berkaitan dengan pengelolaan aktiva tetap yang dimilikinya, Koperasi Dwija Tama 

mengalokasikan beban penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis 

lurus untuk menyusutkan aktiva tetap bangunan dan menggunakan metode saldo 

menurun untuk menyusutkan aktiva tetap kelompok peralatan kantor.  

 

Taksiran umur ekonomis aktiva tetap disesuaikan dengan ketentuan undang undang 

perpajakan yang berlaku sebagaimana disajikan pada tabel 5.3. Penyusutan yang 

diperkenankan berdasar peraturan perpajakn adalah metode garis lurus atau saldo 

menurun untuk menyusutkan aktiva berwujud bukan bangunan, sedangkan untuk aktiva 

bangunan disusut dengan metode garis lurus.  

 

Penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang 

sama besarnya setiap tahun/periode sedang metode saldo menururun menghasilkan 

beban penyusutan yang lebih besar pada awal periode dan makin menurun pada 

periode-periode berikutnya. Untuk efisiensi beban pajak, pemilihan metode saldo 

menurun untuk menyusutkan aktiva bukan bangunan sudah tepat, mengingat kondisi 

Koperasi Dwija Tama yang sudah meraih laba dan besarnya penghasilan kena pajak 

sudah mencapai tarif pajak yang tinggi (30%). Tabel 5.3  

 

Metode Penyusutan dan Taksiran Umur Ekonomis Menurut UU PPh Kelompok Harta 



Berwujud Bukan Bangunan _Umur Ekonomis _Tarif _ _ _ _Garis Lurus _Saldo Menurun _ 

_Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 _4 tahun _25% _50% _ _ _8 tahun 

_12,5% _25% _ _ _16 tahun _6,25% _12,5% _ _ _20 tahun _5% _10% _ _Kelompok Harta 

Berwujud Bangunan _ _ _ _ _Bangunan permanen _20 tahun _5% _- _ _Bangunan tidak 

permanen _10 tahun _10% _- _ _ Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan 

pemberian kesejahteraan karyawan seperti pemberian tunjangan pengobatan, 

tunjangan hari raya, dan uang makan harian pada Koperasi Dwija Tama seluruhnya 

diberikan dalam bentuk uang.  

 

Cara ini ditinjau dari sisi efisiensi beban pajak sudah tepat mengingat penghasilan 

koperasi sudah mencapai diatas Rp 100 juta sehingga dikenakan tarif pajak yang tinggi 

maka pemberian kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebisa mungkin 

harus dihindari karena pengeluaran ini tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto 

dalam perhitungan beban pajak koperasi.  

 

Pemberian kesejahteraan ini dapat dikatakan tidak mempengaruhi besarnya PPh 21 

yang terutang sebab beban PPh 21 ditanggung sepenuhnya oleh karyawan dan 

rata-rata jumlah gaji ditambah tunjangan-tunjangan, dan bonus yang diterima karyawan 

masih dibawah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perhitungan besarnya PPh 

21 untuk masing masing karyawan Koperasi Dwija Tama dapat dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4  

 

Daftar Perhitungan PPh 21 Karyawan Koperasi Dwija Tama Nama _ Status _Gaji Pokok 

(rb) _Tunj. Obat (rb) _Uang Makan (rb) _THR Bonus = (rb) _Gaji Bruto (rb) _Biaya Jabtn 

(5%) _Gaji Neto (rb) _ PTKP (rb) _ PKP (rb) _ _A _K/2 _16.035 _360 _1.440 _1.640 _19.475 

_974 _18.501 _16.800 _1.701 _ _B _K/2 _14.428 _360 _1.440 _1.480 _17.708 _885 _16.823 

_16.800 _23 _ _C _K/3 _12.825 _360 _1.440 _1.340 _15.965 _798 _15.167 _18.000 _(2.833) _ 

_D _K/2 _11.222 _360 _1.440 _1.155 _14.177 _709 _13.468 _16.800 _(3.332) _ _E _K/1 

_11.222 _360 _1.440 _1.155 _14.177 _709 _13.468 _15.600 _(2.132) _ _F _K/2 _9.619 _360 

_1.440 _900 _12.319 _616 _11.703 _16.800 _(5.097) _ _G _K/2 _8.015 _360 _1.440 _850 

_10.665 _533 _10.132 _16.800 _(6.668) _ _H _K/0 _8.015 _360 _1.440 _850 _10.665 _533 

_10.132 _14.400 _(4.268) _ _Juml _ _91.382 _2.880 _11.520 _9.372 _115.151 _5.757 

_109.394 _132.000 _(22.606) _ _Sumber: Data Koperasi Dwija Tama diolah Pada laporan 

perhitungan hasil usaha Koperasi Dwija Tama ketepatan penggolongan biaya fiskal 

antara biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan biaya yang tidak 

diperkenankan untuk dikurangkan tampaknya perlu lebih diperhatikan, seperti Biaya 

beasiswa yang diberikan koperasi kepada putra putri anggota yang berprestasi 

sebanyak 108 siswa yang terdiri dari: 49 siswa Sekolah Dasar/ Sederajad 36 siswa SMP/ 

Sederajad 23 siswa SMA/ Sederajad Dengan total nilai Rp 7.249.755 belum dikurangkan 

terhadap penghasilan bruto dalam perhitungan beban pajak koperasi padahal menurut 



UU Nomor 17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) tentang biaya-biaya yang boleh dikurangkan 

dari penghasilan bruto, jelas disebutkan pada huruf (g) termasuk biaya beasiswa, 

magang, dan pelatihan.  

 

Demikian pula untuk perkiraan biaya sumbangan-sumbangan, menurut UU PPh pasal 9 

ayat (1), harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan merupakan 

pengeluaran yang tidak boleh dibebankan pada penghasilan bruto. Koperasi Dwija 

Tama telah membebankan biaya sumbangan-sumbangan sebesar Rp 3.014.200 pada 

tahun 2005 dan Rp 2.895.000.pada tahun 2006. Dalam Laporan Perhitungan Sisa Hasil 

Usaha Koperasi Dwija Tama tahun 2006, kususnya pada pos biaya administrasi dan 

umum yang nilainya sebesar Rp 551.927.720.  

 

ternyata termasuk didalamnya beban pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp 19.232.400, 

yang mana jumlah ini menurut UU No 17 tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) tidak 

diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Terhadap ketiga 

ketidaktepatan yang disebutkan diatas, yang ketiga-tiganya dikelompokan dalam pos 

biaya administrasi dan umum maka perlu dilakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan 

pembebanan biaya-biaya sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perpajakan. 

Koreksi fiskal yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel 5.5  

 

Tabel 5.5 Koreksi Fiskal atas Biaya Administrasi dan Umum Uraian _Menurut Koperasi 

_Koreksi Fiskal _Menurut UU. PPh _ _ Beban Usaha: Beban pembinaan Beban operasi 

Beban adm / umum Beban penyusutan Beban diluar usaha Juml beban: _ 88.455.300. 

293.396.000. 551.927.720. 5.981.356. 804.973.544. _ (14.877.624.) _ 88.455.300 

293.396.000. 537.050.096. 5.981.356 804.973.544 _ _ _1.744.733.920. _ _1.729.856.296. _ 

_Sumber: Lap.Keu.  

 

Koperasi Dwija Tama Faktor Pajak Koperasi Dwija Tama Dalam merencanakan pajak 

untuk koperasi Dwija Tama harus diperhatikan aspek perpajakan yang berlaku bagi 

koperasi seperti: Bukan termasuk objek pajak harta hibahan yang diterima koperasi 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. 

Dengan syarat yang ditetapkan pasal 4 ayat (1) huruf (a) UU nomor 17 tahun 2000 

Jo.604/KMK.04/1994 Jo. SE-05/PJ.4/1995.  

 

yaitu bahwa saat menerima hibah koperasi tersebut mempunyai nilai aktiva ( nilai 

kekayaan sebelum dikurangi hutang) tidak termasuk tanah dan bangunan tidak melebihi 

Rp 600.000.000. Kewajiban Koperasi sebagai pemotong pajak ( withholding tax) PPh 

pasal 4 ayat (2) atas: Hadiah undian (25%) Sewa tanah dan atau bangunan (10%) 

Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (5%) PPh pasal 21 sehubungan dengan 

pekerjaan PPh pasal 23 15% dari bruto atas bunga simpanan (kecuali tidak melebihi Rp 



240.000.sebulan dan bersifat final sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

522?KMK.04/1998.  

 

15% dari bruto atas bunga dan royalty 15% dari neto atas sewa, jasa manajemen, jasa 

teknik, jasa konsultan,jasa konstruksi dan jasa lainnya. Insentif dan Fasilitas Pajak untuk 

Koperasi Bunga simpanan tidak melebihi Rp 240.000. dalam sebulan tidak dipotong PPh 

(15%) (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/1998 Jo SE-43?PJ.43/1998) 

Sisa Hasil Usaha yang dibayar oleh Koperasi kepada anggotanya bukan objek PPh pasal 

23 ( pasal 23 ayat (4) huruf (f) UU PPh) Model Perencanaan Pajak untuk Koperasi Dwija 

Tama Model adalah suatu gambaran penyederhanaan dari kenyataan.  

 

Model perencanaan pajak koperasi menggambarkan penyederhanaan kenyataan 

kenyataan yang dihadapi koperasi termasuk fakta relevan, faktor pajak, dan faktor non 

pajak. Berdasar fakta-fakta yang dijumpai pada diri Koperasi Dwija Tama serta mengacu 

sistem perpajakan nasional yang dianut di Indonesia, maka model perencanaan pajak 

untuk Koperasi Dwija Tama dapat dirumuskan sebagai berikut: Menggunakan dasar 

pembukuan basis akrual Pada basis akrual pendapatan dibebankan pada saat timbulnya 

hak walau secara tunai pendapatan sudah duterima namun jika pengalihan hak belum 

terjadi maka pendapatan tersebut belum boleh diakui sebagai pendapatan, melainkan 

pendapatan diterima dimuka.  

 

Demikian pula untuk pengakuan biaya-biaya, menurut basis akual, biaya-biaya diakui 

sebagai beban saat telah menjadi kewajiban, walau secara tunai biaya sudah dikeluarkan 

namun jika penetapannya sebagai kewajiban belum tiba maka biaya tersebut tidak 

boleh diakui sebagai beban, melainkan sebagai biaya bayar dimuka. Dengan demikian 

dari sisi efisiensi beban pajak lebih menguntungkan memilih basis akrual.  

 

Memberikan kesejahteraan pada karyawan dalam bentuk uang Pada perusahaan yang 

penghasilannya sudah mencapai angka diatas Rp 100 juta akan dikenakan tarif pajak 

yang tinggi. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan tersebut sebaiknya meminimalkan 

pemberian kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena 

pengeluaran untuk kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak 

dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.  

 

Untuk perusahaan yang PPh badan-nya dikenakan secara final sebaiknya memberikan 

kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pemberian 

tersebut tidak termasuk objek PPh 21 dan tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan 

karena PPh Badan final dan dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum 

dikurangi biaya-biaya.  

 



Sedang untuk perusahaan yang masih mengalami kerugian pemberian kesejahteraan 

karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan akan berakibat pada penurunan PPh 21 

karyawan sedang PPh Badan nihil. Kondisi Koperasi Dwija Tama pada tahun 2006 

memungkinkan untuk memberikan semua tunjangan kepada karyawan dalam bentuk 

uang, agar pengeluaran untuk pemberian tunjangan tersebut dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto koperasi mengingat PKP Koperasi yang sudah mencapai Rp 100 juta 

lebih sehingga koperasi dikenakan taraif pajak tertinggi 30%.  

 

Menggunakan metode rata-rata untuk penilaian persediaan Koperasi Dwija Tama selain 

menyediakan layanan simpan pinjam untuk anggota, juga membuka usaha toko. Untuk 

efisiensi pajak terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi dimana harga-harga 

cenderung terus mengalami kenaikan, maka penggunaan metode rata-rata untuk 

penilaian persediaan toko akan menghasilkan nilai harga pokok penjualan (HPP) yang 

lebih tinggi disbanding dengan metode penilaian persediaan yang lain.  

 

HPP yang lebih tinggi mengakibatkan laba kotor lebih rendah dan penghasilan kena 

pajak (PKP) juga lebih rendah. Mempertimbangkan alternative pembiayaan aktiva tetap 

melalui leasing. Untuk tujuan efisiensi beban pajak, perlu kiranya mempertimbangkan 

alternatif pembiayaan aktiva tetap melalui leasing terutama menyangkut perbedaan 

perlakuan antara biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan pengeluaran yang tidak dapat 

dikurangkan.  

 

Pembiayaan aktiva tetap melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) patut 

dipilih mengingat pebiayaan melalui leasing jangka waktunya lebih pendek dibanding 

umur aktiva dan pembayaran leasing merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto. Dengan demikian pengadaan aktiva tetap tesebut dapat dibebankan 

dalam waktu yang lebih cepat dibanding jika aktiva tetap tersebut diperoleh dengan 

pembelian langsung dari modal sendiri yang pembebanannya melalui penyusutan. 

Menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk menyusutkan aktiva tetap 

berwujud bukan bangunan.  

 

Pada perusahaan yang besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak 

yang tinggi maka penggunaan metode saldo menurun lebih menguntungkan sebab 

dengan metode tersebut menghasilkan perhitungan beban penyusutan yang lebih besar 

pada awal periode dan semakin menurun pada periode-periode berikutnya sebaliknya 

untuk perusahaan yang masih merugi sebaiknya menggunakan metode garis lurus, 

mengingat dengan metode garis lurus beban penyusutan sama besarnya setiap periode.  

 

Sesuai kondisi koperasi Dwija Tama yang penghasilan kena pajaknya sudah mencapai 

Rp 100 juta lebih maka penggunaan metode saldo menurun untuk menyusutkan aktiva 



tetap berwujud bukan bangunan adalah kebijakan yang tepat. Dan untuk penyusutan 

bangunan, berdasar peraturan perpajakan harus dilakukan berdasar metode garis lurus. 

Melaksanakan kewajiban sebagai Witholding Tax Selain sebagai pembayar pajak 

koperasi juga berperan sebagai pemotong pajak terhadap penghasilan pihak ketiga 

(withholding tax).  

 

Yang dimaksud penghasilan pihak ketiga yang terkait dengan koperasi Dwija Tama 

dapat dicontohkan berupa penghasilan yang diterima oleh akuntan independen yang 

mengaudit laporan keuangan koperasi, atas penghasilan tersebut koperasi berkewajiban 

memotong pajaknya. Dalam hal pihak akuntan independent tidak bersedia dipotong 

pajaknya maka koperasi harus melakukan mark - up nilai transaksi supaya nilai yang 

tertera sebagai fee akuntan independent tersebut sudah termasuk pajak, sebab jika 

kopersai tidak memotong pajak atas penghasilan pihak ke tiga tersebut koperasi dapat 

dikenakan sanksi administrasi atau ditambah denda atas keterlambatan penyetoran 

sebesar 2% sebulan dari pokok pajak.  

 

Sedangkan jika koperasi membayarkan PPh pasal 23 tersebut, maka pengeluaran yang 

dibayar koperasi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Memaksimalkan 

pemanfaatan insentif dan fasilitas pajak untuk koperasi. Insentif dan fasilitas pajak yang 

diberikan pemerintah kepada koperasi dapat berupa : Tidak dikenakan pajak 15% atas 

bunga simpanan yang nilainya kurang dari Rp 240.000. sebulan . Sisa Hasil Usaha (SHU) 

yang dibagikan Koperasi kepada anggotanya bukan temasuk objek PPh pasal 23.  

 

Evaluasi Model Perencanaan Pajak Koperasi Dwija Tama Perencanaan pajak yang 

dilakukan tidak menutup kemungkinan membawa konsekwensi pembiayaan yang tidak 

murah, hal ini perlu dipahami mengingat tujuan utama perencanaan pajak adalah untuk 

menghemat beban pajak. Penghitungan yang cermat terhadap keuntungan dan 

kerugian atas pelaksanaan perencanaan pajak perlu dilakukan untuk menghindari tidak 

tercapainya tujuan perencanaan pajak. Kemungkinan akan munculnya biaya akibat 

kegagalan perencanaan pajak juga perlu dipertimbangkan.  

 

Kegagalan dialami jika ternyata atas item-item pengurang penghasilan bruto yang 

diajukan tidak disetujui pihak fiskus saat dilakukan pemeriksaan pajak sehingga sanksi 

hukum dapat dijatuhkan karena dianggap melanggar atau menggelapkan pajak. 

Keputusan untuk diimplementasikankan atau tidaknya sebuah perencanaan pajak 

biasanya ditentukan oleh perhitungan selisih antara laba kotor yang diperoleh jika tanpa 

melaksanakan perencanaan pajak dengan biaya kegagalan karena tidak melaksanakan 

perencanaan pajak atau (A - F) dibanding selisih antara laba kotor yang diperoleh jika 

melaksanakan perencanaan pajak dengan biaya kegagalan akibat melakukan 

perencanaan pajak atau (B – G), jika (A – F) > ( B - G) maka sebaiknya perencanaan pajak 



batal dilaksanakan. Karena hal itu dapat berarti bahwa perencanaan pajak yang 

dilakukan mengandung resiko kegagalan yang sangat tinggi.  

 

Melihat aspek perpajakan koperasi Dwija Tama yang sederhana dimana tidak diperlukan 

rekayasa-rekayasa yang mengandung resiko akan dikenai sanksi hukum yang berarti 

kemungkinan tidak terdapat biaya kegagalan akibat pelaksanaan perencanaan pajak 

maka perencanaan pajak yang tujuannya untuk penghematan pajak dapat terus 

dilaksanakan dengan melalui beberapa koreksi fiskal dan melakukan pengurangan 

penghasilan bruto yang diperkenankan UU PPh supaya dapat dilihat perbedaan beban 

pajak koperasi tanpa melakukan perencanaan pajak dengan beban pajak koperasi 

setelah melakukan perencanaan pajak seperti yang tertuang dalam tabel 5.6 Tabel 5.6  

 

Perhitungan Pajak Terutang Koperasi Dwija Tama Uraian _Tanpa Perencanaan Pajak _ 

Koreksi Fiskal _Dengan Perencanaan Pajak _ _Pendapatan: Bunga dari anggota Penjualan 

Juml pendapatan: Hasil Usaha Kotor Beban Usaha: Beban pembinaan Beban operasi 

Beban adm / umum Beban penyusutan Beban diluar usaha Juml beban: PKP PPh 25: 

10%x 50.000.000. 15%x 50.000.000. 30%x 22.441.335 30%x 18.136.559 Pajak terutang _ 

1.845.584.489. 51.472.540. _ _ 1.845.584.489. 51.472.540. _ _ _1.897.057.029. _ 

_1.897.057.029 _ _ _1.847.942.855. _ _1.847.942.855. _ _ _ 88.455.300. 293.396.000. 

532.695.320 5.981.356. 804.973.544. _ _ _ _ _ _ _ 88.455.300 _ _ _ _ _293.396.000. _ _ _ 

_(14.877.624.)  

 

_537.050.096. _ _ _ _ _ 5.981.356 _ _ _ _ _ 804.973.544 _ _ _1.725.501.520. _ _1.729.856.296. 

_ _ _122.441.335 _ _118.136.559 _ _ _ 5.000.000. 7.500.000. 6.732.400. - _ _ 5.000.000. 

7.500.000. - 5.440.966. _ _ _19.232.400 _ _17.940.966. _ _VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan Melihat aspek perpajakan koperasi Dwija Tama yang sederhana dimana 

tidak diperlukan rekayasa-rekayasa yang mengandung resiko akan dikenai sanksi hukum 

yang berarti kemungkinan tidak terdapat biaya kegagalan akibat pelaksanaan 

perencanaan pajak maka perencanaan pajak yang tujuannya untuk penghematan pajak 

dapat terus dilaksanakan dengan melalui beberapa koreksi fiskal dan melakukan 

pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan UU PPh.  

 

Upaya meminimalkan beban pajak pada Koperasi Dwja Tama menghasilkan 

penghematan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.291.434 yang merupakan selisih 

antara pajak penghasilan terutang tanpa melakukan perencanaan pajak dengan pajak 

penghasilan terutang dengan melakukan perencanaan pajak. 6.2.  

 

S a r a n Untuk badan usaha Koperasi, meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian 

pemberian dalam bentuk uang dapat digunakan sebagai cara aman untuk mengurangi 

beban pajak terutang seperti contohnya: Menaikan anggaran biaya penyelenggaraan 



rapat anggota tahunan ( Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan di luar kota sambil 

berwisata) Pemberian Tunjangan Hari Raya Pemberian Beasiswa Pemberian uang 

transport Dsb Apabila dalam perkiraan terjadi penurunan penghasilan koperasi dimasa 

yang akan datang sebaiknya koperasi mengajukan penurunan angsuran masa ( 

lump-sum) PPh pasal 25 agar koperasi terhindar dari pemeriksaan pajak oleh KPP Pajak.  

 

Koperasi perlu melakukan rekonsiliasi secara periodik terhadap rekening-rekening yang 

terdapat dalam SPT PPh Badan dengan rekening yang terdapat pada SPT PPh 21 dan 

SPT PPN agar jika ditemukan ketidak cocokan segera dapat dikoreksi sehingga dapat 

terhindar dari pemeriksaan pajak. DAFTAR PUSTAKA Nirbito,JG, Aktualisasi Jatidiri 

Dalam Kepemimpinan Untuk Mengembangkan Koperasi, Pendidikan / Pelatihan 

Perkoperasian Bagi Pengurus, Pengawas, Dan Pengelola Koperasi se Kota Surabaya, 

Dinas Koperasi Dan Sektor Informal, Surabaya, 2007.  
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